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Abstrak  

 
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena 
kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya dibidang teknologi, ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra. Kulcapi merupakan alat musik tradisional suku karo dari Sumatera 
Utara yang sering dipergunakan pada acara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan, penerapan, hingga kendala serta hambatan 
Hak Cipta terhadap kesenian tradisional Kulcapi Karo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
hukum empiris diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan 
mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dalam 
melakukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo berpedoman pada 
pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta. Diatur dalam UU No.28 tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan PP No.87 tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Akan tetapi sangat 
disayangkan ditengah Peraturan tersebut tidak ada Peraturan Daerah Karo yang melindungi Hak 
Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo. Hingga akhirnya ini menjadi sebuah ancaman bagi 
eksistensi Kesenian Tradisional Kulcapi Karo.  
 
Kata Kunci: Hak cipta, kulcapi karo, intelektual 
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1. PENDAHULUAN   

Negara Indonesia ialah Negara yang terdiri dari beranekaragam etnik dan suku bangsa 
yang berasal dari berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau budaya 
tersendiri. Hal ini yang mendasari setiap suku bangsa memiliki budaya dan kesenian 
tradisional yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Keanekaragaman 
etnik dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang 
multikultural. Namun demikian pelestarian budaya dan kesenian Indonesia masih banyak 
yang memperihatinkan. Salah satu kesenian atau budaya tradisional milik masyarakat 
Indonesia yang saat ini pelestariannya memperihatinkan adalah Ekspresi Budaya 
Tradisional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Ekspresi Budaya Tradisional milik bangsa 
Indonesia yang diklaim oleh bangsa asing dan juga beberapa diantaranya mengalami 
kepunahan. Beberapa dari Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang pernah diklaim oleh 
negara lain diantaranya Wayang kulit, Kuda Lumping, lagu Rasa Sayange, Angklung, dan 
Batik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa 
terdapat 2644 karya budaya tak benda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan 
secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk diantaranya telah 
ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO).  

Secara nasional upaya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional telah diusahakan 
dalam penyusunan draf akademik RUU sejak tahun 2007 namun sampai saat ini RUU 
tersebut belum disahkan sebagai undang-undang. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional 
saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
Dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta ini dikatakan bahwa:   
1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.  
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1).  
3. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.  
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi 

Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.   
Tanah Karo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi SumateraUtara 

Indonesia, yang memiliki berbagai ragam kebudayaan yang unik. Setiapetnis di sumatera 
Utara memiliki budaya dan kesenian yang berbeda dengan etnislainnya. Demikian pula 
dengan masyarakat Karo yang memiliki kebudayaan yangsecara turun temurun diwariskan 
dari nenek moyangnya yang di sampaikan secaralisan maupun tulisan agar kebudayaan 
yang mereka wariskan kepada anakcucunya tidak hilang dan tetap dapat melestarikan 
kebudayaan yang telah diwariskan.  

Kabupaten Karo mempunyai beberapa kesenian tradisional di antaranyaadalah seni 
sastra, seni musik, seni suara, seni tari, seni pahat (ukir), dan senidrama. Musik Tradisional 
Karo adalah hasil dari kebudayaan Karo, sistemkepercayaan, sebagai mata pencarian dan 
sekaligus sebagai hiburan bagi kaummuda ataupun masyarakat karo itu sendiri. Suku karo 
memiliki berbagai alatmusik tradisional baik itu alat musik tiup, petik maupun di gesek yang 
bisadimainkan secara tunggal (solo) maupun bersamaan atau ansamble, adapun alatmusik 
karo adalah seperti Kulcapi, Balobat, Surdam, Keteng-Keteng, Murbab,Saruune, Gendang 
Singindungi, Gendang Singanaki, Penganak dan Gung, yang biasa digunakan masyarakat 
Karo untuk menari, menyanyi, dan sebagai acarasacral (ritual).Pada masa sekarang ini 
peranan musik tradisional semakin berkembang, ini terlihat dari penggunaan alat musik, 
kulcapi sebagai alat musik petik dapat digunakan dan difungsikan dalam berbagai hal.  
Kulcapi perlu dilestarikan untuk menjaga kelestarian instrument kulcapi itu sendiri.   
Meskipun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam UndangUndang Hak 
Cipta, namun beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan kurang diperhatikan 
sehingga perlu adanya pelestarian. Salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini 
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kondisinya perlu diperhatikan serta dilestarikan ialah Ekspresi Budaya Tradisional 
masyarakat Karo khususnya alat musik kulcapi karo. Alat musik  tradisional Karo adalah 
sebuah alat musik yang digunakan dalam kegiatan budaya.   

Bangsa iIndonesia imemiliki ikekayaan ibudaya iyang iluar ibiasa. iKeberagaman idan 
ikekhasan ibudaya idari isetiap isuku ibangsa imerupakaniaset iyang itidak iterhitung 
ijumlahnya. iWarisan ibudaya imerupakan ibagian idari ikeberagaman idan ikekhasan iyang 
idimiliki ioleh isetiap isuku ibangsa idi iIndonesia. Salah isatunya iwarisan ibudaya 
itradisional iialah iKulcapi iKaro. iKulcapi iKaro imerupakan ialat imusik itradisional ikaro i 
iyang isalah isatunya idibuat idi iDesa iBudaya iLingga, iKec. iKabanjahe, iKab. iKaro. 
iPembuatan iKulcapi iKaro iterbilang icukup isederhana ihanya imenggunakan ibahan idasar 
ikayu iyang iditambahkan isenar igitar isecara imodern idan ibunyi iyang iditimbulkan 
imenyerupai imelodi isederhana igitar. iKulcapi iKaro imasih isampai isaat iini idigunakan 
ibaik idalam iacara ipernikahan, ikematian, ihingga ikerja itahun i(pesta ipanen). iHingga 
isaat iini ipembuatan iKulcapi iKaro idi iDesa iBudaya iLingga imasih iterus iberlanjut ikarna 
isebagai ipemasukan iwarga isetempat idan imelestarikan ibudaya iKaro. iHal iini 
imerupakan iinvestasi ihak ikekayaan iintelektual iyang iharus idijaga idengan iadanya 
iperlindungan ihukum ihak ikekayaan iintelektual, idimana isalah isatunya imenciptakan 
isalah isatu isubsektor iekonomi ikreatif iyang ijuga idapat idikembangkan imelalui iformat 
ibisnis iwaralaba. iKarena imodal iutama iinvestasi ihak ikekayaan iintelektual ibukanlah 
ikekayaan imateri iatau isumber idaya ialam, inamun ikekayaan inon-material i(modal 
iintelektual) iberupa ikreasi idan iinovasi. 

Perlindungan ihukumhak ikekayaan iintelektual imerupakan isistem ikepemilikan iyang 
imerupakan ipenghargaan i(reward) iatau iekspresiikepribadian iatau iperangsang 
i(incentive) ibagi ipencipta, iinventor iatau ipendesain iatas ipengorbanannya idalam 
imenghasilkan ikreasi iintelektual iyang imemiliki iimplikasi ifinansial iyang isignifikan. 
Perlidungan ihukumhak ikekayaanintelektual isangat idiperlukan iagar ipara ipencipta, 
iinovator,dan pendesain tsetap imemiliki igairah iuntuk imenghasilkan ikarya iintelektual 
isebanyak ibanyaknya ibagi ikemajuan iperadaban imanusia. Untuk iitu idiperlukan 
iperlindungan hukum iyang itepat oleh iNegara isecara iseimbangdalam ipenyebaran 
ipenguasaan ihak ikekayaan iintelektual, idiantaranya iberbagai iaturan ihukum ihak 
ikekayaan iintelektual, iseperti iUndang-undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak 
iCipta, iUndang-undang iNomor i20 iTahun i2016 itentang iMerek idan iIndikasi iGeografis 
idanaturanlainnya.Mengingat ibatik imemiliki ipotensi iekonomi iyang ibesar itentunya 
idiperlukan iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual iuntuk imenghindari iadanya ipihak 
iyang imemanfaatkan imotif ibatik idengan icara imengambil iesensi idari imotif itersebut 
iuntuk idiperbarui idan imeramunya imenjadi iinovasi imotif ibatik iterbaru iyang ididaftarkan 
isecara iindividual. 

Kesadaran idan ipemahaman imasyarakat iIndonesia ikhususnya iwarga iDesa iBudaya 
iLingga iterhadap ipentingnya iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual ihingga isaat iini 
imasih ilemah, idibuktikan idenganparapengrajin iKulcapi iyang isampai isaat iini 
ibelummengerti idan imemahamidenganiperlindungan ihak ikekayaan iintelektual ikhususnya 
ihak icipta idan ihak imerek, idesain iindustri.  

Peran iPemerintah iDaerah idalam ihal iinisudah imemberikan isosialisasi imengenai 
ipentingnya iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual iuntuk ipara iusaha ikecil imenengah, 
inamun iniat idari ipara iusaha ikecil imenengah iuntuk imenghadiri idalam isosialisasi 
itersebut imasih ibelum iada.Karena ijika iwarga iDesa iBudaya iLingga ikhususnya ipara 
ipengrajin ikulcapi imengetahui ipentingnya iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual imaka 
ipara ipengrajin ikulcapiakan imendaftarkan ihasil ikaryanya ike iDirektorat iJendralHKI. 
iManfaat idari iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual iantara ilain imemberikan ikepastian 
ihukum ikepada ipencipta, iinovator iatas ihasil ikaryanya ilalu idapatmeningkatkan iomzet 
ipenjualan iapabila iKulcapi iKaro itersebut idijual idi iberbagai idaerah ikarena isudah 
imemiliki iciri ikhas itersendiri ipada iKulcapi iKaro. iDengan ikata ilain ihak ikekayaan 
iintelektual imemiliki ibanyak imanfaat imulai idari iapresiasi iterhadap ikarya ihingga 
imenghasilkan ikekayaan,dengan idemikian imenjadikan ipencipta iatau iinventornya 
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ibergairah idalam imenciptakan ihasil ihasil ikaryanya iyang ilain. Kulcapi ini merupakan 
salah satu bagianpenting dari musik yang digunakan masyarakat karo. Kulcapi dapat di 
gunakansebagai alat musik tunggal maupun ansambel. Berdasarkan observasi 
peranankulcapi pada masyarakat karo dapat menceritakan suatu seritacerita rayat 
seperticerita pengajak kuda sitajur, ceria perkatimung beru tarigan, tangistangisseberaya, 
tangis-tangis Guru dan beberapa ceritah lainnya.  

Kulcapi adalah alat musik tradisional Suku Karo dari SumatraUtara yang sering 
dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. Kulcapi 
terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras lainnya dan dibentuk menyerupai 
gitar yang memiliki dua tali senar yang terbuat dari akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah 
diganti dengan kawat baja atau nylon. Cara memainkan kulcapi dipetik seperti memainkan 
gitar dan dapat digunakan sebagai alat musik tunggal maupun ensambel. Untuk 
menentukan tinggi dan rendahnya nada, senar dapat dikencangkan dan dikendorkan 
dengan alat putar yang terdapat pada bagian kepala.  

Kulcapi digunakan sebagai alat musik tunggal atau dimainkan bersandingan bersama 
beberapa alat musik lainya seperti keteng-keteng, gendang karo, balobat dan alat musik 
lainnya. Biasanya alat-alat musik tradisional Karo digunakan untuk mengiringi tarian adat 
maupun nyanyian /lagu-lagu tradisional Karo. Masing-masing cerita tersebut dimainkan 
melalui melodi kulcapi. Kulcapibiasanya diiringi alat musik keteng-keteng dan mangkuk 
putih. Bahan utama untukmembuat kulcapi adalah kayu juhar, kayu nangka dan kayu 
lancing. Caramemainkan kulcapi secara umum dipetik seperti memainkan guitar dengan 
posisitangan kanan memangku ujung alat musik kulcapi sekaligus jari tangan 
kananmemegang kuis-kuis. Kuis-kuis adalah alat petik yang terbuat dari kayu ataukadang-
kadang dari tanduk binatang digunakan sebagai pemetik senar kulcapi. Pada Kecamatan 
Pancur Batu ada terdapat seorang pembuat kulcapi yangbernama Bapak Pauzi Ginting, 
salah satu masyarakat Karo yang masihmelestarikan alat musik tradsional Karo. Kulcapi 
yang dibuat oleh Bapak PauziGinting tergolong baik, yang sering digunakan oleh seniman-
seniman di kotaMedan.  
 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian iini ipenulis imenggunakan ijenis ipenelitian ihukum idengan imenggunakan 
ipendekatan iHukum isosiologis i(yuridis iempiris) idimana ipendekatan iyuridis iempiris 
imenganilis ipermasalahan idilakukan idengan icara imemadukan ibahan ibahan ihukum 
i(yang imerupakan idata isekunder) idengan idata iprimer iyang idiperoleh idi ilapangan.  

Sifat idari ipenelitian iini iadalah ibersifat ideskriftif ianalisis ipenelitian iyang imelukiskan 
iobjek iatau iperistiwanya itanpa isuatu imaksud iuntuk imenggambil ikesimpulankesimpulan 
iyang iberlaku isecara iumum, imaka imetode ipenelitian ipendekatan iyuridis iempiris 
idengan imenggambil ilokasi ipenelitian idi iKaro. i  
  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di 
Indonesia  

Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, 
menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Kekayaan 
budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat 
mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan 
bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulangkali memanfaatkan tanpa izin 
dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.   

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan 
nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisonal Indonesia yang 
diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat 
keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya 
intelektual, karya seni dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan 
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hak kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk hasil berpikir 
manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Hal yang 
paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang 
telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya 
mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya. Hak kekayaan 
intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan 
intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Karya tersebut di dalamnya 
terdapat unsurpembangunan yang berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat 
mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya. Hak kekayaan 
intelektual dapat memberikan manfaat ekonomi apabila temuan atau ciptaan tersebut 
digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial. 

Peraturan iDaerah i(Perda) iadalah iperaturan iyang idibuat ioleh ikepala idaerah 
iprovinsi imaupun iKabupaten/Kota ibersama-sama idengan iDewan iPerwakilan iRakyat 
iDaerah i(DPRD) iProvinsi imaupun iKabupaten/Kota,idalam ranah ipelaksanaan 
ipenyelenggaraan iotonomi idaerah iyang imenjadi ilegalitas iperjalanan ieksekusi 
ipemerintah idaerah. Peraturan idaerah imerupakan iwujud inyata idari ipelaksanaan 
iotonomi idaerah iyang idimiliki ioleh ipemerintah idaerah idan ipada idasarnya iperaturan 
idaerah imerupakan ipenjabaran ilebih ilanjut idari iperaturan iperundang-undangan iyang 
ilebih itinggi, idengan imelihat iciri ikhas idari imasing-masing idaerah.  

Kemandirian idalam iberotonomi itidak iberarti idaerah idapat imembuat iperaturan 
iperundang-undangan iatau ikeputusan iyang iterlepas idari isistem iperundang-undangan 
isecara inasional. iPeraturan iperundang-undanganitingkat idaerah imerupakan ibagian itak 
iterpisahkan idari ikesatuan isistem iperundang-undangan isecara inasional. iKarena iitu 
itidak iboleh iada iperaturan iperundang-undangan itingkat idaerah iyang ibertentangan 
idengan iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih itinggi itingkatnya iatau ikepentingan 
iumum. 

Tujuan iutama idari iperaturan idaerah iadalah imemberdayakan imasyarakat idan 
imewujudkan ikemandirian idaerah, idan ipembentukan iperaturan idaerah iharus ididasari 
ioleh iasas ipembentukan iperundang-undangan ipada iumumnya iantara ilain; iMemihak 
ikepada ikepentingan irakyat, imenunjung itinggi ihak iasasi imanusia, iberwawasan 
ilingkungan idan ibudaya. Kemudian imenurut iUU iNomor i12 itahun i2011 itentang 
iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan, iPeraturan iDaerah iadalah iperaturan 
iperundang-undangan iyang idibentuk ioleh iDewan iPerwakilan iRakyat iDaerah idengan 
ipersetujuan iKepala iDaerah. Jadi iperaturan idaerah imerupakan isuatu ipemberian 
ikewenangan i(atribusian) iuntuk imengatur idaerahnya idan iperaturan idaerah ijuga idapat 
idibentuk imelalui ipelimpahan iwewenang i(delegasi) idari iperaturan. iPrinsip idasar 
ipenyusunan iperaturan idaerah :  

1. Transparansi/keterbukaan 
2. Partisipasi 
3. Koordinasi idan iketerpaduan.  

Rancangan iperaturan idaerah iyang itelah imemperoleh ikesepakatan iuntuk idibahas 
ikemudian idilaporkan ikembali ikepada iwalikota ioleh isekretaris idaerah idisertai idengan 
inota ipengantar iuntuk iwalikota idari ipimpinan iDPRD. iProses ipembahasan idilaksanakan 
iberdasarkan iperaturan itata itertib iDPRD. iSebelum idilakukan ipembahasan idi iDPRD, 
iterlebih idahulu idilakukan ipenjadwalan ioleh ibadan iMusyawarah iDPRD. iPembahasan 
ipada ilingkup iDPRD isangat isarat idengan ikepentingan ipolitis imasing-masing ifraksi. 
iTim ikerja idilembaga ilegislatif idilakukan ioleh ikomisi i( iA is/d iD). iProses ipembahasan 
idiawali idengan irapat iparipurna iDPRD idengan iacara ipenjelasan iwalikota. iSelanjutnya 
ipandangan iumum ifraksi idalam irapat iparipurna iDPRD. iProses iberikutnya iadalah 
ipembahasan ioleh iKomisi, igabungan iKomisi, iatau iPanitia iKhusus i(pansus). iDalam 
iproses ipembahasan iapabila iDPRD imemandang iperlu idapat idilakukan istudi ibanding 
ike idaerah ilain iyang itelah imemiliki iperaturan idaerah iyang isama idengan isubstansi 
irancangan iperaturan idaerah iyang isedang idibahas. iDalam ihal iproses ipembahasan 
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itelah idianggap icukup, iselanjutnya ipengambilan ikeputusan idalam iRapat iParipurna 
iDPRD iyang ididahului idengan ipendapat iakhir iFraksi.  

a. Proses iPenyusunan iPeraturan iDaerah  
Dalam ipelaksanaan iotonomi idaerah, ipemerintah idaerah imembuat isejumlah 

iperaturan idaerah. iPertaturan idaerah itersebut ibiasa idisingkat idengan iistilah iperda. 
iPerda itersebut ibisa imengatur imasalah iadministrasi, ilingkungan ihidup, iketertiban, 
ipendidikan, isosial, idan ilain-lain. iPerda itersebut ipada idasarnya idibuat iuntuk 
ikepentingan imasyarakat. iProses ipenyusunan iperaturan idaerah imelalui ibeberapa 
itahap. iPenyusunan iperaturan idaerah idimulai idengan iperumusan imasalah iyang iakan 
idiatur idalam iperda itersebut. iMasalah iyang idimaksud iadalah imasalahmasalah isosial 
iatau ipublik.  

Pada iumumnya imasalah isosial idapat idibedakan imenjadi i2 ijenis, iyaitu isebagai 
iberikut:  
a. Masalah isosial iyang iterjadi ikarena iadanya iperilaku idalam imasyarakat iyang 

bermasalah. iMisalnya: imaraknya iperjudian iatau iberedarnya iminuman ikeras dalam 
imasyarakat isehingga imembuat ikehidupan imasyarakat iterganggu. 

b. Masalah isosial iyang idisebabkan ikarena iaturan ihukum iyang itidak ilagi proporsional 
dengan ikeadaan imasyarakat. iMisalnya, iperda itentang iretribusi pemeriksaan 
kesehatan iyang isangat imemberatkan imasyarakat ikecil isehingga peraturan idaerah 
tersebut iharus idiganti. iPembuatan isuatu iperaturan, baikiperaturan ipusat imaupun 
peraturan idaerah, ipada idasarnya ihampir isama mulai idari iasas-asasnya, imateri 
muatannya idan isebagainya.  
Berkarya imenjadi ihak ipribadi ibagi isetiap iindividu iuntuk imenuangkan iserta 

imenghasilkan igagasannya imelalui isebuah ikeindahan. iSedangkan ihasil idari ihal 
itersebut iialah ikarya iseni/kesenian. iKesenian iini, ijuga itentunya iberhak iuntuk idilindungi 
iserta idijaga imelalui ihak icipta. iSesuai iUndang-undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang 
iHak iCipta, iyang imemberikan ipengertian ihak icipta: i”Hak icipta imerupakan isebuah ihak 
ieksklusif ipencipta idimana ihak iini itimbul isecara iprinsip ideklaratif isetelah isuatu iciptaan 
idiwujudkan idalam ibentuk inyata itanpa imengurangi ipembatasan isesuai idengan 
iketentuan iperaturan iperundang-undangan”. Melalui ipenelusuran iyang idilakukan ipenulis 
ibaik ikepustakaan iataupun isumber iperaturan idaerah iyang iada, ibelum iada iPeraturan 
iDaerah idi iKabupaten iKaro iyang imelindungi iHak iCipta iterhadap iKesenian iTradisional 
iKulcapi iKaro.  

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau entertainment. 
Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset CD/VCD maupun 
medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-panggung pertunjukan, cafe, restoran, 
pub dan tempat- 28 dan tempat hiburan lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional 
termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 
12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal 
pemegang Hak Cipta, yakni: ayat (1) “Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan 
prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak 
Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, 
hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,koreografi, tarian, kaligrafi dan 
karya seni lainnya.” Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi 
folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan 
dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar 
nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi 
rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tariantarian rakyat, permainan 
tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukirukiran, pahatan, mosaik, 
perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.  

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh 
undangundang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang 
mencakup: buku, pogram komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 
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diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang 
sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, 
koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, 
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi.   

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih belum 
terfokus bagaimana konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Hal ini 
diungkapkan pula oleh P.V Valsala G Kutty dalam penelitiannya tentang Indonesia yang 
dipublikasikan oleh WIPO, bahwa: 
In the absence of detailed regulations, as provided for under the Copyright Act, there is a 
vacuum in the legal framework for the implementation of copyright protection for cultural 
products representing communal properties. It is not clear as to what mechanism will be 
developed for the commercial or other use of cultural products by foreigners, and whether 
any fair uses will be contemplated, and in addition, if any royalty will be prescribed to be paid 
for use of such cultural products. If such a mechanism is developed, to which agency would 
payment be made?  

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, 
memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan 
upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Di era otonomi daerah, peran pemerintah 
daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka 
seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.   

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan bahwa: Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi 
budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya 
tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus 
berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal serupa 
juga berlaku bagi Pemerintah Kabupatan/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). 
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan 
penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan 
diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan 
daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. 
Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.  

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian 
urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang 
kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah merupakan salah satu jenis 
peraturan perundang- undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan 
perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan 
hirarki peraturan perundangundangan.  

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional harus 
tetap bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 
harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan 



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]  

Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-16 

ISSN: 2808-6708 

 

8 

 

    Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 

yang lain. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional 
adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan 
intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya 
tradisional sebagai aturan otonom memang tidak diharuskan memiliki kesesuaian substansi 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari 
sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan 
perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan 
intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.   

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap harus 
memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah dengan peraturan 
perundang-undangan lain yang mengatur hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya 
dan hak cipta pada khususnya. Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang 
perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip 
perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Perjanjian TRIPs, Konvensi 
Berne, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  
  
Perlindungan iHukum iHak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo  

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut HKI) pada awal 
perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian sehingga 
sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh konsep HKI tidak berakar 
pada sistem hukum nasional melainkan dari sistem hukum barat yaitu menekankan pada 
konsep individual. Sistem HKI di Indonesia berkonsep pada konsep komunal. Konsep 
komunal lebih menekankan karya-karya intelektual seperti karya cipta diciptakan untuk 
kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan konsep yang 
dianut oleh sistem hukum barat yaitu sistem individual menekankan pentingnya 
perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menghasilkan suau karya intelektual 
yang mempunyai nilai ekonomi dimana karya tersebut lahir dari proses yang panjang serta 
penuh dengan pengorbanan.  

Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal 
yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. EBT di Indonesia dilindungi oleh UU 
Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:  

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; 
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
3. Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
Pemerintah.  
Perlindungan Hak Cipta juga erat kaitannya dengan sistem nilai budaya, menurut 

Konetjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai 
budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebgaian besar warga 
masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu, 
suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku 
manusia. Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi penuntun para individu dalam 
masyarakat. Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternailsasikan pada individu akan 
terbentuk sikap mental atau atitude seperti yang diharapkan. Secara normatif, sikap adalah 
suatu keadaan mental seorangindividu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap 
seperti itu dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.  
  
Nilai-nilai Penghargaan Terhadap Karya Orang Lain   

Seiring dengan upaya-upaya perlindungan berdasarkan hukum adat, dikembangkan 
pula nilai-nilai dan kesadaran unutk menghargai hasil karya orang lain. Sasaran orientasinya 
adalah demi karya cipta itu sendiri dan bukan nilai ekonomi atas ciptaannya. Tujuan 
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orientasi demi hasil karya dan demi kepuasan batin merupakan orientasi capaian berkarya 
yang tidak dapat diukur dengan parameter ekonomi. Secara psikologis, orientasi seperti itu 
lebih mengarah pada aktualisasi harkat dan martabat pencipta, sebagaimana dimaksud D.C. 
McClelland sebagai achievement orientattion. Perkembangan pada tiga dekade terakhir ini 
menunjukkan kecenderungan adanya perubahan signifikan dalam caracara pengelolaan 
Hak Cipta. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreasi ciptaan yang dibuat tanpa menghargai 
nilai-nilai yang terkandung dalam ciptaan. Motif dan orientasi untuk berkarya dengan 
demikian hanya untuk kepentingan komersil dan mencari keuntungan. Masalahnya, apa 
yang dianggap menguntungkan sering kali harus diperoleh dengan mengorbakan etika 
penghormatan terhadap hak-hak pencipta. Karya seni seperti itu juga sering dibuat dengan 
mengambil, memotong, memodifikasi ataupun mengubah ciptaan orang lain secara tanpa 
izin,. Lebih dari itu, ciptaan yang dibuat dengan orientasi komersil, umumnya tidak berbobot 
jika dinilai dari aspek estetika, dan bahkan cenderung menafikan martabat dan keluhuran 
budaya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di dalam 
konsiderannya, undangundang ini lahir dikarenakan bahwaIndonesia adalah negara yang 
memiliki keanekaragamana etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni 
dan sastra dengan pengembanganpengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak 
Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.  Turut Serta 
Membantu Melakukan Pelanggaran (Contributory Infringement) Dalam praktik penegakan 
hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat 
dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian 
bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua 
jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta 
membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam 
Pasal 55 KUHPidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban 
hukumnya Sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau 
tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUH 
Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu 
terjadinya tindak pidana (medeplichtig), yaitu memberibantuan pada saat terjadinya 
kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara memberi 
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Penegakan Hukum 
Hak Kekayaan Intelektual di Indoenesia Di mata dunia internasional, terutama negara-
negara industri maju seperti Amerika Serikat, Indonesia mendapat stigma buruk dalam 
penerapan perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual karena Indonesia 
dianggap sebagai surga pembajak hak kekayaan intelektual (the heaven of privacy).Citra 
sebagai the heaven of privacy tidak juga hapus meskipun Indonesia telah menjadi anggota 
World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, 
baik di bidang hak kekayaan intelektual, seperti Berne Convention, World Intelectual 
Property Organization Copyrghts Treaty (WCT), maupun TRIPs Agrement. Namun, ternyata 
kebijakan pemerintah meratifikasi konvensi internasional dan melengkapi perundang-
undangan hak kekayaan intelektual tidak cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang 
citra buruk penegakan hukum hak kekayaan inteelektual di Indonesia. 

Hak iKekayaan iIntelektual i(HKI) iterbagi imenjadi idua ibagian, iyaitu ibersifat ipribadi 
idan ikomunal. iBudaya imasuk idalam ikategori ikomunal, iyang iartinya ikekayaan iyang 
idimiliki ibersama-sama. iIni iberarti, isangat isulit imendaftarkan ikebudayaan ibersifat iHak 
iKekayaan iIntelektual i(HKI) ikomunal. iKarena ihak ipaten iitu ihanya idigunakan iyang 
isifatnya ipenemuan, imerek, idan idesain iindustri. iKalaupun iingin ididaftarkan, inantinya 
imasuk ike idalam iHak iKekayaan iIntelektual i(HKI) ikategori ipribadi, iyang iberarti 
itergolong ihak icipta. iHak iciptaimemiliki ibatas imasa iwaktu iyang ibisa ihabis. iJika 
iseorang imenciptakan isuatu ipenemuan, imaka ihak iciptanya iakan iterpakai iselama idia 
ihidup. iNamun isetelah imeninggal idunia, ihak icipta iakan ihabis i70 itahun isejak isang 
ipencipta iwafat.  

Perlindungan ikesenian itradisional idalam iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 
itentang iHak iCipta idisebut idengan iEkpresi iBudaya iTradisional imelalui ihukum icipta 
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imerupakan isalah ibentuk iperlindungan iyang ipaling irelevan idalam iprinsipprinsip ihukum 
ikekayaan iintelektual.  

Pasal i39 iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 imenyatakan ibahwa ihak icipta iatas 
ikesenian itradisional idipegang ioleh iNegara. iNegara iwajib imenginventarisasi, imenjaga 
idan imemelihara iekspresi ibudaya itradisional. iPenggunaan ikesenian itradisional iharus 
imemperhatikan inilai-nilai iyang ihidup idalam imasyarakat ipengembannya. iDalam iPasal 
i39 iayat i(4) imenyatakan ibahwa iketentuan ilebih ilanjut imengenai iHak iCipta iyang 
idipegang ioleh iNegara iatas ikesenian itradisional idiatur idengan iPeraturan iPemerintah, 
iakan itetapi ihak icipta iterkait iekspresi ibudaya itradisional iyang idepagang ioleh inegara 
ibelum iada iperaturan ipemerintahnya. iPasal i38 iayat i(4) iUndang-Undang iNo. i28 iTahun 
i2014 itentang iHak iCipta, iditegaskan ibahwa iketentuan ilebih ilanjut imengenai ihak icipta 
iyang idipegang ioleh inegara iakan idiatur ioleh iPeraturan iPemerintah.  

Dalam iUndang-Undang iHak iCipta iNomor i28 iTahun i2014,idalam ibab iV iterdapat 
iEkpresi iBudaya iTradisional idan iCiptaan iyang idilindungi i. iTahun i2014 imerupakan 
itonggak isejarah ibaru ibagi iperkembangan ihukum ihak icipta idi iIndonesia idengan 
idiundangkannya iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 iTentang iHak iCipta i(UUHC). 

Beberapa iketentuan idalam iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 iTentang iHak 
iCipta i(UUHC). iyang imengatur itentang iBudaya iataupun iWarisan iBudaya iBangsa 
iIndonesia idiatur idalam iBAB iV iPasal i38, iPasal i39 idan iPasal i60 iadalah isebagai 
iberikut:  
Pasal i38  
1. Hak iCipta iatas iekspresi ibudaya itradisional idipegang ioleh iNegara. I 
2. Negara iwajib imenginventarisasi, imenjaga, idan imemelihara iekspresi ibudaya  

tradisional sebagaimana idimaksud ipada iayat i(1). 
3. Penggunaan iekspresi ibudaya itradicional isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) 

iharus memperhatikan inilai-nilai iyang ihidup idalam imasyarakat ipengembannya. 
4. Ketentuan ilebih ilanjut imengenai iHak iCipta iyang idipegang ioleh iNegara iatas 

iekspresi budaya itradisional isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idiatur idengan 
iPeraturan iPemerintah.  

Pasal i39 i  
1. Dalam ihal iCiptaan itidak idiketahui iPenciptanya idan iCiptaanitersebut ibelum 

dilakukan Pengumuman, iHak iCipta iatas iCiptaan itersebut idipegang ioleh Negara 
untuk kepentingan iPencipta. 

2. Dalam ihal iCiptaan itelah idilakukan iPengumuman itetapi itidak idiketahui Penciptanya, 
atau ihanya itertera inama ialiasnya iatau isamaran iPenciptanya, iHak Cipta iatas 
iCiptaan tersebut idipegang ioleh ipihak iyang imelakukan iPengumuman untuk 
ikepentingan Pencipta. 

3. Dalam ihal iCiptaan itelah iditerbitkan itetapi itidak idiketahui iPencipta idan ipihak yang 
melakukan iPengumuman, iHak iCipta iatas iCiptaan itersebut idipegang ioleh Negara 
untuk ikepentingan iPencipta. 

4. Ketentuan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1), iayat i(2), idan iayat i(3) itidak 
berlaku jika iPencipta idan/atau ipihak iyang imelakukan iPengumuman idapat 
membuktikan kepemilikan iatas iCiptaan itersebut.  

5. Kepentingan iPencipta isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idan iayat i(3) 
dilaksanakan oleh iMenteri.  

Pasal i60  
1. Hak iCipta iatas iekspresi ibudaya itradisional iyang idipegang ioleh inegara 

isebagaimana dimaksud idalam iPasal i38 iayat i(1) iberlaku itanpa ibatas iwaktu. 
2. Hak iCipta iatas iCiptaan iyang iPenciptanya itidak idiketahui iyangidipegang ioleh 

negara sebagaimana idimaksud iPasal i39 iayat i(1) idan iayat i(3) iberlaku iselama i50 
i(lima puluh) tahun isejak iCiptaan itersebut ipertama ikali idilakukan iPengumuman.  

3. Hak iCipta iatas iCiptaan iyang idilaksanakan ioleh ipihak iyang imelakukan 
Pengumuman sebagaimana idimaksud idalam iPasal i39 iayat i(2) iberlaku iselama i50 
(lima ipuluh) itahun sejak iCiptaan itersebut ipertama ikali idilakukan iPengumuman.  
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Perlindungan iUndang’Undang ihak icipta iatas iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia 
imencakup idua iwilyah iutama, ipertama iadalah iperlindungan iwarisan ibudaya ibangsa 
iIndonesia idi imana iidentitas ipenciptanya itidak idiketahui. iWilayah ikedua iperlindungan 
iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia idi imana ipenciptanya idiketahui.  

Gaya iwarisan ibudaya ibangsa iinduk iadalah isumber idariigaya iwarisan ibudaya 
ibangsa iturunannya, itetapi iyang igaya iturunan iitu ilebih isesuai idengan iapresiasi iestetik, 
idan iyang ilebih ipenting, idapat imemenuhi ikriteria iperlindungan ihak icipta. iDari 
iperspektif iini, igaya iwarisan ibudaya ibangsa iinduk iadalah ikonsep iyang isama 
isebagaimana idefinisi iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia iyang ididiskusikan isebelumnya. 
iGaya iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia iturunan imenunjuk ipada ikaryakarya iyang 
iberasal idari iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia idan ikarya- iarya iyang idiinspirasi ioleh 
iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia. iDalam ikenyataannya, ibanyak ikarya iyang idiinspirasi 
ioleh iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia iyang idipandang isebagai ikarya ioriginal ioleh 
ihukum ihak icipta, idan ihal iini imerupakan ireinterpretasi iatas iwarisan ibudaya ibangsa 
iIndonesia iitu. iSeorang ipencipta ibiasanya itelah imenggunakan ibagian ipenting idari 
isuatu iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia ikesatuan ispiritual idari isuatu ikomunitas 
itertentu iatau iidentitas isosial itertentu idari ikomunitas iitu, iyang imembedakannya idari 
ikomunitas ilain.  

Banyak ipencipta isejenis iini imemiliki ilatar ibelakang ibudaya itradisional idalam 
itradisi iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia itertentu iatau ibeberapa ipencipta ibisa ijadi 
imenjadi ianggota ikomunitas itertentu. iDari isudut ipandang iini, itampaknya imasuk iakal 
ibahwa ikaryakarya ipencipta itersebut iselayaknya idianggap isebagai ikarya iyang 
iditurunkan idari iwarisan ibudaya ibangsaiIndonesia, idan ibukan ikarya iyang idiinspirasi 
ioleh iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia.  

Dalam ihal iseperti iini, ijika ipencipta idalam iproses ikreatif imereka imenggunakan 
ibanyak iunsur idari isejenis iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia itertentu iyang idapat 
idipandang isebagai imerefleksikan iidentitas isosial idari ikomunitas itertentu, ikarya-karya 
imereka iseharusnya idipandang isebagai ikarya iyang iditurunkan idari iwarisan ibudaya 
ibangsa iIndonesia. iSebaliknya, ikarya-karya iyang idiinspirasi ioleh iwarisan ibudaya 
ibangsa iIndonesia iseharusnya idimaknai ihanya iuntuk ikaryakarya iyang ibisa imerujuk 
ipada ibeberapa ielemen iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia idan imemberi isuatu 
i“citarasa iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia” i(folklore ifeeling) ikepada iorang ilain, itetapi 
idalam ikenyataannya idesainnya itidak imenjadi imilik iwarisan ibudaya ikomunitas 
imanapun. iKarena ijenis ikarya iini itidak ibiasanya imemiliki ihubungan iyang iaktual 
idengan ikomunitas imanapun, iia idapat idianggap isebagai isuatu ikarya ioriginal iumum 
idan ibisa idilindungi ioleh ihukum ihak icipta.  

Maka idari iitu, iKesenian iTradisional iKulcapi iKaro iyang imasuk ikedalam iwarisan 
ibudaya isudah idilindungi isecara ihukum ioleh iNegara idi idalam iBAB iV iUU iHak iCipta 
itentang iWarisan iBudaya iTradisional. Adapun dalam perlindungan hak cipta kesenian 
daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan 
berkesinambungan kepada generasi muda mengenai kebudayaan, sehingga generasi muda 
mengetahui dan memahami kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara. Adapun pembinaan 
tersebut adalah dengan membentuk kelompok sanggar tari misalnya seperti kelompok tari 
tor-tor yang dibawah asuhan Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH, dan membentuk group musik 
daerah sehingga tari tor-tor dan gordang sembilan itu bentuk dan gerakannya dan part 
menjadi senam seperti lagu Gangnam Style dari Korea Selatan. Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga melibatkan group musik dan tari tersebut dalam 
promosi daerah di TVRI Medan dan hingga ke luar negeri. 
   
Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Kulcapi Karo  

Pemerintah Daerah Karo imendefinisikan ipengertian ikendala iadalah ihalangan 
irintangan idengan ikeadaan iyang imembatasi, imenghalangi iatau imencegah ipencapaian 
isasaran. iDalam ihal iini ikendala iyang iakan idikaji iadalah ikendala iyang iterjadi idalam 
ipembelajaran. iSedangkan ipenghambat iatau ihambatan idalam iKamus iBesar iBahasa 
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iIndonesia iditerjemahkan isebagai ihal, ikeadaan iatau ipenyebab ilain iyang imenghambat 
i(merintangi, imenahan, imenghalangi). iSedangkan ipengertian idari ihambatan iadalah 
isesuatu iyang idapat imenghalangi ikemajuan iatau ipencapaian isuatu ihal. iPada 
ipenelitian iini iakan iditeliti itentang ikendala iatau ihambatan idalam iupaya iperlindungan 
ihak icipta iterhadap ikesenian itradisional ikulcapi ikaro.  

Mempertahankan isebuah iwarisan ibudaya itentunya ibukanlah ihalimudah, isebab 
ipasti ibanyak iditemukan iberbagai ikendala iataupun ihambatan iuntuk imempertahankan 
ihingga imelegalisasinya isebagai isebuah ihak icipta. iKulcapi isebagai ialat imusik 
itradisional imasyarakat iatau isuku ikaro imenjadi isebuah iobyek iberharga iyang iwajib 
idibuat ihak iciptanya iagar itidak idiklaim ioleh isiapapun.  

Masyarakat iKaro itentunya iharus ibisa iberkaca ikepada ibeberapa ikebudayaan 
iIndonesia iyang ipernah idiklaim ioleh iNegara ilain ikhususnya iNegara itetangga iMalaysia. 
iTercatat iMalaysia isudah i7 ikali imengklaim ibudaya iRI. iSejak i2007 ihal itersebut isudah 
idilakukan iMalaysia iyaitu ipada itari izapin, irendang, icendol, igamelan, ihingga ireog 
iponorogo idicatat idalam ibuku ikebudayaan iMalaysia. Maka idari iitu, iharus isesegera 
imungkin idilakukan ilegalisasi ihak icipta iterhadap iKulcapi iagar itidak imemiliki inasib 
iyang isama iseperti ikebudayaan iIndonesia iterdahulu. iSebenarnya iKulcapi isudah isejak 
ilama iingin idilakukan iklaim ihak icipta itetapi isampai isekarang ihal itersebut ibelum ijuga 
iterjadi.  

Ada beberapa Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Karo antara lain:  

1. Hambatan Internal   
Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian daerah, Pemerintah 

Kabupaten Karomelalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami hambatan, adapun 
hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Hambatan syang dihadapi Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo. Hak Cipta Kesenian Daerah adalah tidak 
adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah. Pemerintah Provinsi 
Kabupaten Karotidak memiliki anggaran terkait pengurusan Hak Cipta. 

2. Hambatan Eksternal   
Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinis 

Sumatera Utara terkait Hak Cipta terhadap alat musik kulcapi adalah tidak adanya 
kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. 
Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak 
dapat di terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian daerah.Kerjasama 
tersebut sangat penting, dengan kerjasama tersebut pemerintah daerah dan pihak terkait 
dapat melakukan perlindungan Hak Cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen Haki. Bentuk 
kerjasama ini sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara 
harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen Haki untuk menyelesaikan 
permasalahan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah.  

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan lntelektual di Indonesia Ada 
terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di 
Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati, 
Faktorfaktor tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dan aparat penegak hukum, tekanan 
ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang timpang, dan pengaruh hukum 
adat, yakni:  

1) Lemahnya komitmen aparat penegak hokum.  
2) Faktor tekanan ekonomi.  
3) Faktor gaya hidup.  
4) Faktor gaya hidup.  
5) Faktor pengaruh hukum adat.  

Kendala-kendala perlindungan hak cipta salah satunya adalah Kurangnya kesadaran 
masyarakat.  

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukan 
TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa 
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fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum 
terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah: Pertama, 
memberikan perlindungan hukum di bidang HKI. Kedua, memberikan pelayanan 
pendaftaran di bidang HKI. Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman 
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI. Keempat,meningkatkan dan 
menegakkan hukum bidang HKI. Kelima, memberikan pelayanan informasi di bidang HKI 
kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.   

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah 
timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta 
bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga 
menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil 
karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU 
HC hanya berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan 
sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, film, drama, buku, 
dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan sebagainya. Padahal UU Hak Cipta 
baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena 
perlindungan hak cipta baru mencakup pula performing rights, broadcasting rights, dan 
sound recording rights”. 

Adapun ikendala iatau ihambatan iupaya iperlindungan ihak icipta ikesenian  
tradisional ikulcapi ikaro iyaitu: 
1. Tidak iMerasa iAdanya isebuah iancaman  

Masyarakat iKaro iialah imasyarakat iyang isangat iterbuka, isehingga itidak ipernah 
imenaruh irasa icuriga iataupun itakut iterhadap iorang iluar iyang iingin imengambil 
ikebudayaan imereka. iSebab imereka imeyakini, isetiap iorang iyang iingin ibelajar ibudaya 
imereka ilebih idalam itentunya iakan imenambah isemakin ibanyak iorang iyang iakan 
imengetahui ibudaya imereka idan ihal itersebut imenjadi isebuah ikebanggan ibagiisuku 
iKaro. iSehingga imereka imerasa itidak iperlunya iuntuk iperlindungan ihak icipta iKulcapi 
ikarna ijustru iakan imembatasi ipenguasaan idan ipembelajaran iterhadap iKulcapi iKaro.  
2. Kurangnya iDukungan idari iPemerintah iKabupaten iKaro  

Warisan ibudaya idaerah iseperti iKulcapi iKaro isudah iseharusnya idiberikan 
iperlindungan ioleh iDinas iPariwisata idan iKebudayaan iKaro. iPerlindungan iyang 
idimaksud imelalui ihak icipta. iSebab iselama iini, ipenggunaan iKulcapi iKaro idalam 
ikegiatan i– ikegiatan ipariwisata idan ikebudayaan iKaro isangat isering idilakukan itetapi 
iperlindungannya isama isekali itidak iada. iHal iini itentunya, idianggap iremeh ioleh 
Pemerintah iDaerah isebab ibelum iada iyang imengklaim iketika inantinya isudah idiklaim 
oleh iNegara ilain ibarulah imengakibakan ikepanikan idi iranah ipemerintahan.  
3. Kesadaran iAnak iMuda iyang ikurang iterhadap iKesenian iDaerahnya  

Generasi iZ ihingga iMillenial imemang ikurang imemiliki iketertarikan iterhadap 
ikesenian idaerah ikhususnya idi ibagian imelindungi. iPadahal inantinya, iketika iada 
iNegara ilain iyang icoba imengklaim imereka ilah iyang iakan iteriak ipada imedia isosial 
iakan ihal itersebut. iSebenarnya iuntuk imembangun ikesadaran iini imemang iperlu 
ikesadaran isecara ipersonal idari imereka, ikarna iyang idapat imeneruskan iperkembangan 
ikesenian itradisional ikulcapi ikaro iini iialah ipara igenerasi imillennial.  
  
4. KESIMPULAN  

Adapun ikesimpulan iyang idapat iditarik idari ipembahasan idiatas iadalah: Pengaturan 
Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di Indonesia telah diatur 
dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga UndangUndang No. 5 
tahun 2017 tentang upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya 
Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, 
dan Pembinaan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Tahun 87 tahun 2021. 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo  tertuang 
dalam Pasal 38 :  Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; Negara 
wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggunaaan ekspresi budaya tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat pengembannya; Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional 
Kulcapi Karo dengan mempertahankan warisan budaya dengan melegalisasinya sebagai 
sebuah hak cipta agar tidak diklaim oleh siapapun.   
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